
 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan 

yang dapat diambil terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi yang 

tidak efektif di lingkungan Puskesmas Trucuk II Klaten adalah: 

1. Tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang intinya 

setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menggunakan vaksin yang 

disediakan oleh Pemerintah. Dikecualikan bagi orangtua yang melakukan 

penolakan di Puskesmas Trucuk II Klaten yaitu SD AL Manar. Penolakan 

tersebut dapat diketahui dari orangtua yang membuat langsung surat 

pernyataan terkait penolakan vaksin setelah mendengarkan penjelasan 

imunisasi dari tenaga kesehatan. 

2. Faktor yang membuat orangtua tidak melaksanakan kewajibannya yaitu 

orangtua yang tidak memberikan vaksin kepada anak-anaknya dikarenakan 

faktor agama. Penolakan terjadi karena ada yang beranggapan bahwa vaksin 

itu tidak halal, para orangtua tidak menginginkan anaknya diberi vaksin 

melainkan menginginkan anaknya dapat tumbuh sehat secara alami atau 

dengan obat herbal jika dalam keadaan darurat (dilihat dari surat keterangan 

orangtua yang melakukan penolakan pemberian vaksin). 
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B. Saran 

 

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, yang menjadi saran penulis adalah 

memahami Pasal 28H ayat (1) setelah amandemen Undang-Undang Dasar 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Maka untuk 

mendapatkan hidup yang sehat, perlu dilakukan pemberi pelayanan 

kesehatan berupa pemberian imunisasi. 

2. Memahami Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Pasal 62 yang menyatakan 

bahwa “setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan 

jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental 

spiritualnya.” Dilakukan pelayanan kesehatan berupa pemberian imunisasi. 

3. Memahami Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 8 bahwa “setiap 

anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Pasal 44 ayat (3) yang 

menyatakan bahwa “upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotf, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.” Pasal 

45 ayat (1) bahwa “orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga 

kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.”, maka ini ada 

hubungannya dengan pemberian vaksin pada anak khususnya dalam hal 

preventif (pencegahan penyakit). 
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4. Memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 antara lain 

“meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri” dan Pasal 4, antara lain “hak atas informasi yang benar, 

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.” 

Hubungannya dengan pemberian vaksin yaitu kesadaran orangtua dalam 

memberikan vaksin pada anaknya dengan cara ikut sosialisasi manfaat 

imunisasi yang dilakukan oleh Puskesmas dan mengikuti sosialisasi tentang 

proses pembuatan vaksin yang dilakukan oleh Puskesmas, MUI, dan lintas 

sektor seperti Camat. Dalam rangka mengoptimalkan kesehatan perlu 

dilakukan pemberian pelayanan kesehatan berupa pemberian imunisasi yang 

fungsinya untuk mencegah suatu penyakit. 

5. Memahami Undang-Undang Kesehatan, Pasal 48 ayat (1) butir g bahwa 

“penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 

dilaksanakan melalui kegiatan kesehatan sekolah.” Pasal 79 antara lain: 

a. Kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan 

hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga 

peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis 

dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. 

b. Kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diselenggarakan melalui sekolah formal dan informal atau melalui 

lembaga pendidikan lain. 



80 
 

 

 

 

 

 

Pasal 132 ayat (3) bahwa “setiap anak berhak memperoleh imunisasi 

dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya 

penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi.” Hubungannya dengan 

penolakan imunisasi di Puskesmas Trucuk II Klaten, bahwa pelaksanaan 

pemberian imunisasi dapat dilaksanakan di dalam/luar gedung. Dalam gedung 

misalnya di Puskesmas, sedangkan di luar gedung misalnya di Sekolah. BIAS 

(Bulan Imunisasi Anak Sekolah) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan 

kesehatan anak sekolah dasar dengan cara pemberian imunisasi. Kesehatan 

sekolah yang diselenggarakan melalui sekolah formal misalnya 

memberlakukan syarat tertentu bagi peserta didik, sedangkan sekolah informal 

misalnya Taman Pendidikan ALQuran di Masjid, Sekolah Minggu di Gereja. 
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